PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang . a bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal,
dipandang perlu membentuk satu unit kerja tersendiri;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten
Jepara Kabupaten Jepara dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
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. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125
Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4262 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263 );

. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2003
tentang Kewenangan Kabupaten Jepara ( Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 21 ).

. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2003
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara ( Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9) ;

. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara ( Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2004 Nomor 16);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
dan
BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN
MODAL KABUPATEN JEPARA.

BAB |
KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

agkrwbdPE

Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;

Bupati adalah Bupati Jepara;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;

Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan
dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah;

Dinas Dagrah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan
kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,
Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang
sgjenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya ;
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8. Perizinan adalah semua proses penerbitan suatu izin yang diajukan oleh orang pribadi dan
/ atau badan untuk keperluan suatu usaha dan / atau pribadi dan/atau menyangkut
kepentingan umum.

BAB I|
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
Kabupaten Jepara.

BAB 111
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGS|
Bagian Pertama

K edudukan, Tugas Pokok dan Fungs

Pasal 3

Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Jepara merupakan unsur
pelaksana pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Perizinan dan penanaman modal di
Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal mempunya tugas melaksanakan
kewenangan pemerintah Daerah di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam
rangka desentralisasi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pelayanan Perizinan

dan Penanaman Modal mempunyai fungs :

a. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan
penanaman modal;

b. perencanaan dan evaluasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;

C. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal;

d. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perizinan dan penanaman
modal;

e. penyelenggaraan administrasi pemerintahan di bidangnya;
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f. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisas
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal terdiri dari :
Kepala;

Bagian Tata Usaha;

Bidang Perizinan Umum ;

Bidang Perizinan Ekonomi :

Bidang Informasi dan Pengkajian;

Bidang Penanaman Modal;

Sub Bagian;

Seksi-seksi;

Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kepala
Pasal 7

Kepala Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin dan
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Bagian Tata Usaha
Pasal 8
(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat-menyurat, kearsipan,
perjalanan dinas, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, pemeliharaan, penyusunan
program, evaluasi dan laporan.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
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